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[bookmark: _Toc130157246][bookmark: _Toc130157583][bookmark: _Toc132582904][bookmark: _Toc132709033][bookmark: _Toc135600994][bookmark: _Toc139460632][bookmark: _Toc141654399]BAB II
[bookmark: _Toc141654400]TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
	
2.1 [bookmark: _Toc141654401]Penelitian Sebelumnya
Penelitian Sebelumnya merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti baru. Penelitian sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Oviyuniasty Berlyanie (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas, kuantitas dan waktu belum terlaksana dengan optimal. Karena dari segi kualitas masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak membayar pajak yang artinya tingkat kualitas di Desa Keraton masih terbilah rendah. Selain itu dari segi Kuantitas pun masih sangat jauh dari target yng ditentukan. Dan terakhir masih terdapat kolektor yang tidak tepat waktu dalam menjalankan tugas. Sehingga efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan yang diharapkan.
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Aswad (2020) dalam penelitiannya berjudul “Efektifivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di BAPENDA Kabupaten Bulukumba”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di BAPENDA Kabupaten Bulukumba. Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Bulukumba masih kurang atau belum efektif dilihat dari realisasi dan target yang ada, namun hendaklah keefektivan ini ditingkatkan lagi kedepannya. Pengukuran efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan ini dilihat dari aspek kepatuhan wajib pajak.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Firmansyah dan Hadian Nurdiana (2022) dalam penelitiannya berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun 2018–2020”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Padamukti. Dengan Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di desa Padamukti dari segi input sudah berjalan dengan baik karena semua persyaratan perpajakan di input kedalam system yang bias di akses secara online. Berkenaan dengan waktu dalam menginput persyaratan proses administrasi pembayaran pajak sudah sesuai dengan perencanaan SOP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi proses sudah berjalan baik, namun Efektivitas dalam waktu menunjukan bahwa proses pengolahan data belum sepenuhnya sesuai perencanaan SOP, dikarenakan sumberdaya manusia yang belum paham tentang tata aturan yang sudah diterapkan oleh pihak (BAPEDA) dan tidak efektivnya proses bekerja yang tidak disiplin terhadap waktu dan target yang telah ditetapkan, sehingga pekerjaan terkadang masih menumpuk dan tidak selesai pada waktu yang ditentukan, sehingga banyak perubahan data wajib pajak yang tidak terinput sesuai persoalanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi output sudah berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari segi pemangku penanggung jawab yaitu (BAPEDA) dan pihak yang terkait agar masyarakat lebih berantusias dalam melaksanakan kewajibannya.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Fadhila (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Hasil Penelitian menyatakan bahwa Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan presentase 100% namun dengan tingkat kontribusi kurang dengan presentase 2,08% . Pengkategorian dinyatakan sangat efektif akan tetapi pemerintah belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan PBB-P2 dikarenakan peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak diikuti dengan meningkatkan penetapan target, sehingga setiap tahun target yang ditetapkan sama. Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kontribusi dengan melakukan update data dan menggali potensi baru dengan melakukan pendataan ke lapangan.
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 18 Kecamatan Kabupaten Gowa belum efektif. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Wajib pajak membayar PBB apabila ada keperluan saja, seperti tanahnya dijual karena harus ada laporan pembayaran PBB atau ada pengurusan pemerintahan yang lain dan didalam penerapan pajak itu banyak SPPT yang dianggap bermasalah. Contohnya : Subjek tidak ada, objek tidak jelas ataupun dalam keadaan sengketa maupun PBB ganda sehingga mereka mengembalikan ke kantor BAPENDA. Dan itu menyebabkan tidak otomatisnya target PBB untuk pokok kecamatan tercapai karena adanya pengembalian SPPT.


Berikut tabel dari Penjabaran Penelitian Sebelumnya :
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul Penelitian
	Perbandingan

	
	Nama, Tahun, Lembaga
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Skripsi. Oviyuniasty Berlyanie, 2019. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon
	Metode Penelitian Kualitatif
Deskriptif
	Lokasi Penelitian di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas, kuantitas dan waktu belum terlaksana dengan optimal. Karena dari segi kualitas masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak membayar pajak yang artinya tingkat kualitas di Desa Keraton masih terbilah rendah. Selain itu dari segi Kuantitas pun masih sangat jauh dari target yng ditentukan. Dan terakhir masih terdapat kolektor yang tidak tepat waktu dalam menjalankan tugas. Sehingga efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan yang diharapkan.

	2
	Skripsi. Khaerul Aswad, 2020. Universitas Hasanuddin
	Efektifivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di BAPENDA 
Kabupaten Bulukumba
	Metode Penelitian Kualitatif
Deskriptif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak 
bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Bulukumba masih kurang atau belum efektif dilihat dari realisasi dan target yang ada, namun hendaklah keefektivan ini ditingkatkan lagi kedepannya. Pengukuran efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan ini dilihat dari aspek kepatuhan wajib pajak.

	3
	Jurnal. Hamzah Firmansyah dan Hadian Nurdiana, 2022. Universitas Piksi Ganesha
	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun 2018–2020
	Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif
	Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di desa Padamukti dari segi input sudah berjalan dengan baik karena semua persyaratan perpajakan di input kedalam system yang bias di akses secara online. Berkenaan dengan waktu dalam meng input persyaratan proses administrasi pembayaran pajak sudah sesuai dengan perencanaan SOP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi proses sudah berjalan baik, namun Efektivitas dalam waktu menunjukan bahwa proses pengolahan data belum sepenuhnya sesuai perencanaan SOP, dikarenakan sumberdaya manusia yang belum paham tentang tata aturan yang sudah diterapkan oleh pihak (BAPEDA) dan tidak efektivnya proses bekerja yang tidak disiplin terhadap waktu dan target yang telah ditetapkan, sehingga pekerjaan terkadang masih menumpuk dan tidak selesai pada waktu yang ditentukan, sehingga banyak perubahan data wajib pajak yang tidak terinput sesuai persoalanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi output sudah berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari segi pemangku penanggung jawab yaitu (BAPEDA) dan pihak yang terkait agar masyarakat lebih berantusias dalam melaksanakan kewajibannya.


	4
	Jurnal. Wardani dan Fadhila, 2017. Universitas Syiah Kuala
	Analisis Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar

	Metode Penelitian Kualitatif
Deskriptif
	Berdasarkan Hasil Penelitian menyatakan bahwa Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan presentase 100% namun dengan tingkat kontribusi kurang dengan presentase 2,08% . Pengkategorian dinyatakan sangat efektif akan tetapi pemerintah belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan PBB-P2 dikarenakan peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak di ikuti dengan meningkatkan penetapan target, sehingga setiap tahun target yang ditetapkan sama. Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, menunjukkan bahwa Kabupaten    Aceh        Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kontribusi dengan melakukan update data dan menggali potensi baru dengan melakukan pendataan ke lapangan.


	5
	Skripsi. Nurfadilah, 2022. Universitas Muhammadiyah Makassar
	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada 
Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa
	Metode Penelitian Kualitatif
Deskriptif
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 18 Kecamatan Kabupaten Gowa 
belum efektif. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya. Wajib pajak membayar PBB apabila ada keperluan saja, seperti tanahnya dijual karena harus ada laporan pembayaran PBB atau ada pengurusan pemerintahan yang lain dan didalam penerapan pajak itu banyak SPPT yang dianggap bermasalah. Contohnya : Subjek tidak ada, objek tidak jelas ataupun dalam keadaan sengketa maupun PBB ganda sehingga mereka mengembalikan ke kantor BAPENDA. Dan itu menyebabkan tidak otomatisnya target PBB untuk pokok kecamatan tercapai karena adanya pengembalian SPPT.
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2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 [bookmark: _Toc141654403]Tinjauan tentang Efektivitas 
2.2.1.1 Pengertian Efektifitas
Menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014:176) menyatakan bahwa Efektivitas adalah sebagai berikut ialah : 
Efektivitas merupakan Suatu ukuran yang dinyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai. maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas. 
Menurut Mardiasmo (2017: 134) menyatakan bahwa Efektivitas adalah sebagai berikut ialah:
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (Outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 
	
Menurut Beni (2016: 69) menyatakan bahwa Efektivitas adalah sebagai berikut ialah:
Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan  efektif  jika    kegiatan     tersebut    mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan Pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas merupakan suatu ukuran seberapa jauh keberhasilan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.
2.2.1.2 Indikator Efektifitas
Menurut Devaas (1989 : 62) Indikator Penilaian Efektivitas dapat menggunakan berbagai ukuran, sebagai berikut :
1) Hasil (Yield)
2) Keadilan (Equity)
3) Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)
4) Kemampuan Melaksanakan (Abbility to Implement)
5) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as Local Revenue Resources).
Sebagaimana dijelaskan sebagai Berikut :
1) Hasil (Yield)
Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan pemungutan.
2) Keadilan (Equity)
Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang- wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya lebih besar dari pada kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ketempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan – perbedaan besar dan sewenang – wenangnya dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3) Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)
Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.
4) Kemampuan Melaksanakan (Abbility to Implement)
Bahwa suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as Local Revenue Resources).
Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tepat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tepat akhir beban ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata, usaha pajak daerah.


Menurut Robbins dalam Indrawijaya (2014:177) mengemukakan empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut :
1) Pendekatan pencapaian tujuan (Goal attainment approach)
2) Pendekatan System (System approach)
3) Pendekatan Konstituensi – strategi (Strategic–constituencies–approach)
4) Pendekatan nilai – nilai yang bersaing (Competing valeus approach)

Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1) Pendekatan pencapaian tujuan (goals attainment apparoach) merupakan pedekatan yang memandang bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (ends), keseimbangan caranya (means). 
2) Pendekatan sistem (system approach) merupakan pendekatan guna meningkatkan eksistensi suatu organisasi, sehingga yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu SDM, struktural organisasi serta pemanfaatan teknologi.
3) Pendekatan konstituensi-strategi (strategic-constituencies approach) merupakan pendekatan agar suatu organisasi dapat melangsungkan kehidupannya, maka diperlukan dukungan terus menerus. 
4) Pendekatan yang nilai-nilai yang bersaing (competing value approach) merupakan pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan pada suatu kelompok nilai.
Menurut Etzioni yang dikutip oleh Indrawijaya (2010:187), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebut System Model yang terdiri dari empat kriteria yaitu Adaptasi, Integrasi, Motivasi dan Produksi. 
Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1) Adaptasi
Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya.
2) Integrasi 
Integrasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta berbagai bentuk komunikasi lainnya.
3) Motivasi
Motivasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan tupoksi, serta hubungan perilaku organisasi dengan organisasinya.
4) Produksi
Pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas dengan dihubungkannya dengan intensitas kegiatan suatu organisasi serta jumlah dan mutu keluaran suatu organisasi.
2.2.2 [bookmark: _Toc141654404]Tinjauan Tentang Pajak
Menurut Rahardja dan Manurung dalam Firdausy (2018:38) Pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Menurut Soemitro, Rochmat dalam Mardiasmo (2018:3) menyebutkan bahwa :
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Ray, Herschel dan Horace yang dikutip oleh dalam Firdausy (2018:39), menyatakan bahwa pajak adalah: 
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, maupun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendpat imbalan yang langsung dan proposional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.


Menurut Siahaan (2018:38) menyatakan bahwa Pajak adalah sebagai berikut:
Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutama oleh yang waib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2018:39) menyatakan bahwa Pajak adalah sebagai berikut :
Pajak adalah Suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara (Publik), di mana di dalamnya terkandung keharusan bagi setiap warga negara dan terdapat sanksi dari pemerintah jika tidak dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pajak adalah Pembayaran yang wajib dibayar oleh wajib pajak yang diatur oleh undang – undang tanpa ada nya imbalan yang dirasakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran dan keperluan daerah serta pembangunan daerah.
2.2.2.1 Jenis – Jenis Pajak Daerah
Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Jenis – jenis pajak daerah antara lain :
1. Pajak Provinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBKB) atau Balik Nama
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
e. Pajak Air Permukaan
f. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten / Kota
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

2.2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2008:7) sistem pemungutan pajak yang biasa digunakan untuk memungut pajak daerah di Indonesia antara lain: 
1) Official Assessment System 
2) Self Assessment System 
3) With Holding System 

Sebagaimana penjelasan sebagai berikut :
1) Official Assessment System 
Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System antara lain:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
2) Self Assessment System 
Self Assessment System merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
3) With Holding System 
With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2.2.3 [bookmark: _Toc141654405]Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Menurut Halim, Abdul (2016:525) menyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
Menurut Yani, Ahmad  (2013:76) yang menyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan menurut Rismawati Sudirman dan Amiruddin, Antong (2016:391) menyatakan bahwa :
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan kepada orang pribadi/badan yang diatur dalam undang – undang.

2.2.3.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Undang – Undang Nomor 28 Pasal 77 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut: Jalan tol; Kolam renang; Pagar mewah; Tempat olahraga; Galangan kapal, Dermaga; Taman mewah; Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan Menara.
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah : 
a. Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f. Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2.2.3.2 Subjek Pajak
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2.2.3.3 Wajib Pajak 
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2.2.3.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/3216/POUD Tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Menteri Dalam Negeri, Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :
1. Sebagaimana diketahui bahwa Pajak Bumi dan bangunan adalah Pajak Pusat yang hasil penerimaannya 90% diberikan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dengan imbangan 18% untuk Daerah Tingkat I dan 72% untuk Daerah Tingkat II. Sedangkan bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% sejak tahun anggaran 1995/1996 penggunaannya sudah diberikan kepada Daerah Tingkat II, yaitu sebesar 65% dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II dan sisanya sebesar 35% sebagai insentif bagi Daerah Tingkat II yang dapat mencapai atau melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah diberikan 100% kepada Daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sehingga masyarakat secara sadar dapat membayar tepat waktu.
Untuk itu para Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarkat benar-benar memahami bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dana Bangunan adalah untuk Daerah dan sebagaian dipergunakan untuk pembangunan Daerah yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
b. Melakukan pembaharuan pendataan bagi obyek pajak yang telah berubah fungsi dan pembinaan aparat serta penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja dilakukan secara berkelanjutan dengan menyediakan sebagian dana dari bagian Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II.
c. Khusus untuk intensifikasi sektor Perhutanan dan Perkebunan agar mendapat dukungan, terutama dalam penyesuaian Nilai Jual Kena Pajak.
d. Selain itu beberapa obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini belum mendapatkan penanganan khusus seperti lapangan golf agar dapat melaksanakan kewajibannya sehingga menumbuhkan rasa keadilan dan kebersamaan bagi para Wajib Pajak.
Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Pasal 6 Tahun 2020 tentang Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), Ketetapan Minimal Serta Jatuh Tempo Pembayaran PBB di Kabupaten Cirebon menentukan Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus).  Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus). Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nilai NJOP lebih dari Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus). Ketetapan minimal PBB-P2 adalah sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah). SPPT PBB - P2 harus sudah diterima oleh wajib pajak paling lambat pada bulan April. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan selambat – lambatnya pada tanggal 30 Nopember setiap tahunnya.

2.3 [bookmark: _Toc141654406]Kerangka Pemikiran
Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
Adanya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) yaitu Kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat dalam kewajiban membayar pajak, Masih adanya upaya penghindaran terhadap pembayaran pajak daerah, Ketidakpercayaan wajib pajak kepada pihak terkait dalam pengelolaan pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak mau membayar pajak, Masyarakat tidak membaliknama atas kepemilikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendataan wajib pajak baru yang belum maksimal.


Pengertian Efektivitas menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014:176) menyatakan bahwa efektivitas ialah :
Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kualitas, Kuantitas dan Waktu) yang dicapai. Makin Besar target nya maka semakin tinggi efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran, masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dari sebagian besar masyarakat sadar akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan apabila Pajak Bumi dan Bangunan tercapai maka petugas pemungut pajak dapat dikatakan bekerja dengan efektif, tetapi jika sebaliknya maka dapat dikatakan petugas pemungut pajak kurang efektif. Selain itu penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan daerah semakin mandiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena pada dasarnya Pemungut Pajak  harus mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan Pajak Daerah. Semakin besar target pencapaiannya, maka semakin tinggi tingkat efektivitas artinya penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditetapkan maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif begitupun sebaliknya.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan efektif apabila petugas pemungut pajak dapat memenuhi kualitas, kuantitas dan waktu yang sesuai dengan penjelasan menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014:176).


PROCESS
Efektivitas menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014:179) :
1. Kualitas 
2. Kuantitas
3. Waktu
INPUT
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon








OUTPUT



    				BELUM EFEKTIF 
EFEKTIF
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Hambatan – Hambatan yang dihadapi :
1. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam bayar pajak
2. Masyarakat tidak membaliknama atas kepemilikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
3. Surat pemberitahuan pajak terhutang tidak tersampaikan kepada wajib pajak dikarenakan data tidak valid
4. Kurang efektif dan efisien prosedur perubahan SPPT
5. Tidak tercapainya target Wajib pajak (Output)













Upaya untuk meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan:
1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
2. Perlu adanya pengarahan dari kolektor untuk perubahan SPPT
3. Perlu adanya Verifikasi dan Validasi Data Wajib Pajak
4. Mengoptimalkan Aplikasi Akang Surja (Aplikasi Kanggo Sadulur Pajak)
5. Mengintensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 



OUTCOME
Penerimaan pajak daerah dan pelayanan serta pembangunan masyarakat semakin meningkat













Gambar 2.1
Pola Kerangka Pemikiran


